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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena 

berkat karunia-Nya, Sekretariat Daerah Aceh dapat menyusun dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-

2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh 

untuk 4 (empat) tahun ke depan dengan indikator yang terukur. 

Rancangan akhir Renstra ini telah disesuaikan dan diselaraskan dengan 

Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026. Renstra sebagai pedoman bagi 

semua jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin 

keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan. 

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi agar selaras dengan dinamika 

perubahan serta perkembangan lingkungan strategis, untuk kesempurnaan maka 

diperlukan review secara berkala dari pihak-pihak terkait baik internal maupun 

eksternal sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangannya. Kepada semua pihak 

yang terlibat dan berkonstribusi dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima 

kasih. Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 yang telah selesai disusun 

menjadi pedoman bagi semua jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk 

penyusunan dokumen perencanaan tahunan. 

 

Banda Aceh,         Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH ACEH 
 
 
 
 

BUSTAMI, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19670722 199603 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam 

jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk 

terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan 

daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan 

pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana 

Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah 

disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. 

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala 

daerahnya berakhir pada tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 

periode tahun 2017-2022 berakhir tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Aceh wajib menyusun 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 

yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 

2023-2026 yang kemudian menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) SKPA Tahun 2023-2026.  

Sekretariat Daerah Aceh (Setda Aceh) sebagai salah satu perangkat 

daerah menyusun Renstra Setda Aceh Tahun 2023-2026 yang berfungsi sebagai 

landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Setda Aceh 

selama empat tahun ke depan yang didalamnya juga mencakup perencanaan 

penganggaran sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah Aceh. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 

2023-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang; 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 



 3 

 

 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh 2023 - 2026 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022; 

21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032; 

22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Aceh 2013-2033; 

23. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; 

24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPA; 

25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh; 

26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh; 

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023-

2026 ini adalah sebagai pedoman dan arah kerja Setda Aceh untuk 

jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Setda Aceh 

Tahun 2023-2026 adalah: 

1. Menyelaraskan tujuan/strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan sehingga 

program/kegiatan setiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan 

berkesinambungan; 

2. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; 

3. Peningkatan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan 

kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal; 

4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan 

program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu empat tahun; 

5. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan 

diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta 

Kepmendagri No.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang yang 

mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program; 

6. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 

Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023- 

2026 sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, dengan sub bahasan : latar belakang, landasan 

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. 

BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh, dengan sub 

bahasan: Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya 

Aparatur, Kinerja Pelayanan serta Peluang dan Tantangan. 
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BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Aceh, 

dengan sub bahasan : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas 

Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, serta Penentuan Isu-Isu Strategis. 

BAB IV Tujuan dan Sasaran, dengan sub bahasan : Visi dan Misi, Tujuan dan 

Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan. 

BAB V Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh, dengan sub 

bahasan : mengemukakan mengenai strategi dan arah kebijakan 

dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi tujuan, sasaran, strategi 

Sekretariat Daerah Aceh dalam empat tahun mendatang. 

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, dengan sub bahasan : Program dan 

Kegiatan 

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dengan sub bahasan: 

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang akan dicapai dalam 

empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPA. 

BAB VIII Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Aceh  

 Berdasarakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Aceh, Setda Aceh mempunyai tugas membantu gubernur dalam 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 

tugas Perangkat Aceh serta pelayanan administratif. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Setda Aceh menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPA; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh; 

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada SKPA; 

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, maka 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Aceh adalah sebagai berikut:  

I.  Susunan organisasi Setda Aceh, terdiri dari: 

a. Sekda Aceh; 

b. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat; 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

d. Asisten Administrasi Umum; 

e. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 

f. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; 

g. Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia 

dan Hubungan Kerjasama. 

II. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 

terdiri dari: 

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan: 

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari: 

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan 

Wilayah; 

b) Subbagian Pemerintahan Umum; dan 

c) Subbagian Tata Usaha. 
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2. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari: 

a) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 

b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan 

Urusan; dan 

c) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. 

3. Bagian Kerjasama, terdiri dari: 

a) Subbagian Kerjasama Antar Pemerintah; 

b) Subbagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan 

c) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama. 

b. Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: 

1. Bagian Keistimewaan dan Keagamaan, terdiri dari: 

a) Subbagian Tata Usaha; 

b) Subbagian Sarana dan Prasarana Keistimewaan dan 

Keagamaan; dan 

c) Subbagian Kelembagaan Bina Keistimewaan dan Keagamaan. 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari: 

a) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I; 

b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan 

c) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III. 

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri dari: 

a) Subbagian Kesehatan; 

b) Subbagian Sosial; dan 

c) Subbagian Pendidikan. 

 

c. Biro Hukum, membawahkan: 

1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh, terdiri dari: 

a) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 

b) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan 

c) Subbagian Dokumentasi, Sosialisasi dan Naskah Hukum Lainnya. 

2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I; 

b) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan 

c) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III. 

3. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari: 

a) Subbagian Tata Usaha; 

b) Subbagian Litigasi; dan 

c) Subbagian Non Litigasi dan Hak Azasi Manusia. 
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III. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari: 

a. Biro Perekonomian, membawahkan: 

1. Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri dari: 

a) Subbagian Analisis Ekonomi Makro; 

b) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan 

c) Subbagian Tata Usaha. 

2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari: 

a) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan; 

b) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup; dan 

c) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air. 

3. Bagian BUMD dan BLUD, terdiri dari: 

a) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan 

dan Aneka Usaha; 

b) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan 

Sanitasi; dan 

c) Subbagian Badan Layanan Umum Daerah 

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 

1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari: 

a) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa; 

b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

c) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan 

Jasa. 

2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri 

dari: 

a) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 

b) Subbagian Tata Usaha dan Pengembangan Sistem Informasi; 

c) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri 

dari: 

a) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang dan Jasa; 

b) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan 

Barang dan Jasa; dan 

c) Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau 

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. 
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c. Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan: 

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah, terdiri dari: 

a) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan APBA; 

b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan APBN; dan 

c) Subbagian Tata Usaha. 

2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan  

Wilayah, terdiri dari: 

a) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah I; 

b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah II; dan 

c) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah III. 

3.  Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari: 

a) Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah; 

b) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan 

c) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah. 

 

IV.  Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 

a. Biro Organisasi, membawahkan: 

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; terdiri dari: 

a) Subbagian Kelembagaan Provinsi; 

b) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan 

c) Subbagian Analisis Jabatan. 

2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari: 

a) Subbagian Reformasi Birokrasi; 

b) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan 

c) Subbagian Budaya Kerja dan Pelayanan Perpustakaan. 

3. Bagian Tatalaksana, terdiri dari: 

a) Subbagian Tata Usaha; 

b) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan; dan 

c) Subbagian Pelayanan Publik. 

 

b. Biro Umum, membawahkan: 

1. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari: 
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a) Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur; 

b) Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan 

c) Subbagian Urusan Dalam dan Pengelolaan Kendaraan. 

2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri dari: 

a) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah; 

b) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan 

c) Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset 

Sekretariat Daerah. 

3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

a) Subbagian Tata Usaha Biro; 

b) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat Daerah; dan 

c) Subbagian Persuratan dan Arsip. 

 

c. Biro Adminitrasi Pimpinan, membawahkan: 

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, terdiri 

dari: 

a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah; 

b) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan 

c) Subbagian Tata Usaha. 

2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari: 

a) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan; 

b) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan; dan 

c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan. 

3. Bagian Protokol, terdiri dari: 

a) Subbagian Acara; 

b) Subbagian Tamu dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan 

c) Subbagian Keprotokolan. 

 

Untuk jelasnya struktur SOTK Setda Aceh, dapat dilihat 

pada gambar 2.1 berikut : 
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2.2. Sumberdaya Sekretariat Daerah Aceh 

 Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu 

instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah 

pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut 

dalam berbagai Biro/Unit Kerja. 

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, baik 

yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional 

umum menurut golongan sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh 

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dari tabel 2.1 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat 

Daerah Aceh secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah mencukupi. Namun 

demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas yang 

diemban baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. jumlah pegawai negeri 

sipil berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 348 orang 

atau 70,58%, apabila dibandingkan dengan pegawai perempuan yang berjumlah 143 

orang atau 29,42%. 

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah 

Aceh didominasi oleh golongan III sebanyak 310 PNS atau sebesar 63,14%, golongan 

II sebanyak 90 PNS atau sebesar 18,33%, golongan IV sebanyak 86 PNS atau 

sebesar 17,52% dan golongan I sebanyak 5 PNS atau sebesar 1%. 
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2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh 

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan sasaran/target 

Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu 

Gubernur dalam menyusun kebijakan, pembinaaan dan mengkoordinasikan dinas 

daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah selama tahun anggaran 2017-

2022 dapat digambarkan dengan indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat 

capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah Aceh, secara sederhana dapat 

disampaikan sebagaimana lampiran yang bersumber dari tabel T-C 23 dari masing-

masing biro. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Aceh 

selama lima tahun terakhir dalam pencapaiannya rata-rata baik dan target yang telah 

ditetapkan dapat tercapai.  

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  

Berkaitan dengan hasil kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Pelayanan Seketariat Daerah Aceh terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD 

Kabupaten/kota (untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (untuk Kabupaten/kota), 

hasil telaahaan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 

pelayanan SKPD pada lima tahun yang akan datang, di Sekretariat Daerah Aceh tidak 

dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD 

Kabupaten/kota, namun demikian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait 

dengan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh terdapat beberapa 

tantangan dan peluang antara lain: 

a. Tantangan 

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan belum berjalan optimal; 

2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif 

dan efisien; 

3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum 

Membudaya 

4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum 

sesuai dengan standar kebutuhan; 

5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata; 

6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapanreward and 

punishment belum optimal; 

b. Peluang 

1. Adanya kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
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2. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan 

yang amanah 

3. Peningkatan kualitas dan kopetensi sumber daya aparatur dilingkungan 

Sekretariat Daerah Aceh terus dilakukan. 

4. Penguatan sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan 

dokumen (sistem AKIP) dalam rangka peningkatan akuntablitas inerja instansi 

pemerintah terus diupayakan. 

5. Kuantitas Sumber Daya Aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah mencukupi. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

SEKRETARIAT DAERAH ACEH 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 Berdasarakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Aceh, Setda Aceh mempunyai tugas membantu gubernur dalam 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 

tugas Perangkat Aceh serta pelayanan administratif. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Setda Aceh memiliki 

beberapa permasalahan dan isu strategis, antara lain: 

a. Belum optimalnya uraian tugas ASN dalam analisis jabatan (anjab) dan 

analisis beban kerja (ABK) 

b. Tidak tersedianya informasi sertamerta untuk penyusunan sambutan 

pimpinan/makalah pimpinan; 

c. Penrapan system AKIP di lingkungan Pemerintah Aceh, SKPA dan 

Kabupaten/Kota belum optimal 

d. Inkonsistensi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada tingkat 

pusat dan Daerah. 

e. Pembinaan terhadap kinerja fungsi intermediasi Lembaga permodalan/jasa 

keuangan dan kelembagaan ekonomi masyarakat masih belum optimal. 

f. Masih rendahnya pemahaman Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan 

Pemerintah Aceh terhadap pemanfaatan data rupabumi dalam penyusunan 

kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan. 

g. Belum optimalnya upaya pembinaan oleh pemerintah pusat atas 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan 

h. kewenangan masing- masing dengan upaya koordinasi yang dilaksanakan 

pada tingkat nasional, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota 

i. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas peningkatan 

sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada 

masyarakat khususnya stakeholder yang bergerak dalam pengadaan barang 

dan jasa pemerintah; 

j. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, masih terdapat sejumlah peraturan pemerintah, 

peraturan 

presiden, Qanun Aceh yang perlu di tindaklanjuti 

k. Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran- aliran 

sesat serta pendangkalan aqidah 
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3.2. Telaahan Renstra K/L 

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh, relatif memiliki 

keterkaitan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Hal 

tersebut didapat pada salah satu isu strategis Renstra Kementerian Dalam 

Negeri Tahun 2020-2024, khususnya dalam hal penyelarasan pembangunan 

pusat dan daerah, dimana di dalamnya terdapat isu strategis berupa “Belum 

optimalnya penerapan SPM di daerah serta pengintegrasian indikator SPM 

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah”. 

Berdasarkan isu strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, 

ditetapkan salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan di Kementerian Dalam 

Negeri berupa “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan 

daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”, yang 

memiliki sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur 

pemerintahan dalam negeri”. 

 

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh 

adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan untuk masa yang 

akan datang. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 (Sembilan) biro mempunyai 

beberapa isu strategis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi biro di 

lingkungan Setda Aceh sebagai berikut:  

1. Peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana dan sumber daya aparatur 

2. Koordinasi dan pengawasan kebijakan pengendalian inflasi belum optimal. 

3. Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran sesat 

serta pendangkalan aqidah. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

   

  

 

  

  

   

    

 

   

 sistematis dan berkualitas

Tersedianya  qanun,  peraturan gubernur  dan  keputusan  gubernur yang 8.

diselesaikan

Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus pengadaan barang/jasa yang 7.

Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan6.

Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)5.

Pengendalian Inflasi4.

pimpinan

Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan hubungan keprotokolan 3.

Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat2.

Meningkatnya nilai SAKIP1.

sasaran sebagai berikut:

dengan  tugas,  fungsi  dan  tujuan  Sekretariat Daerah  Aceh,  maka  disusun 

pencapaian  salah  satu  sasaran  pembangunan  Aceh  tersebut,  serta sesuai 

pemerintahan  serta  layanan  publik  berbasis  elektronik”.  Untuk menunjang 

memiliki sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi 

untuk  “Mewujudkan Reformasi  Birokrasi  yang  Berkualitas  dan  Fungsional”, 

  Sebagaimana salah satu tujuan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 

Sasaranb. 

pemerintahan yang efektif dan efisien.

Umum  serta  Perekonomian  dan  Pembangunan  dalam penyelenggaraan 

pelayanan administratif  dibidang  Pemerintahan,  Keistimewaan, Administrasi 

Mewujudkan  kebijakan  yang  berkualitas,  penguatan  koordinasi  serta 

Tujuana. 

Sebagai berikut:

yang  dikaitkan  dengan  sasaran  target  kinerja  Renstra  Perangkat  Daerah. 

rumusan  isu-isu  penting  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah 

dan  Sasaran  Sekretariat  Daerah  Aceh  Tahun  2017-2022  didasarkan  atas 

diperoleh  dari  pencapaian  hasil  (outcome)  program  perangkat  daerah.  Tujuan 

tercapainya  tujuan,  berupa  hasil  pembangunan  daerah/perangkat  daerah yang 

dilaksanakan,  Sasaran  adalah  rumusan  kondisi  yang  mengambarkan 

Sekretariat  Daerah  Aceh  juga  menetapkan  beberapa  sasaran  yang  akan 

jangka  waktu  5  (lima)  tahunan,  Untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan, 

  Tujuan  adalah  suatu  kondisi  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  dalam 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
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9. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan 

pemajuan HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan 

komunitas masyarakat adat 

10. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan 

b. Indikator Kinerja Utama  

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun 

2023-2026 yang diuraikan di atas, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Aceh yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh serta 

berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh, maka 

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Aceh 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 

 Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan 

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh sekretariat Daerah Aceh. 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. kebijakan 

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi 

yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau 

pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam perwujudan, strategi dan sasaran tujuan 

Rumusan pernyataan strategi, kebijakan dan relevansinya dengan tujuan 

dan sasaran sebagaimana tabel 5.1 berikut : 

Tabel 5.1 
Relevansi Tujuan, sasaran, strategi dan 

Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh 

 
 
 
 
 
 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya nilai SAKIP Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Aceh

Peningkatan fasilitasi, pendampingan 

dan pembinaan kepada SKPA terkait 

dengan AKIP  

Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar

masyarakat

Meningkatkan kualitas pembinaan sektoral, 

lintas sektor, dan wilayah

Meningkatkan kualitas pengendalian 

terhadap pelaksanaan

administrasi pembangunan

Melaksanakan rapat koordinasi 

keprotokolan antar Pemerintah, 

Pemerintah Kab/Kota, dan instansi 

vertikal lainnya

Melaksanakan Bimbingan Teknis

 Pengendalian Inflasi Pengendalian stabilitas harga komoditi 

penyumbang inflasi

Mengendalikan stabilitas harga melalui 

operasi pasar dan pasar murah

Penguatan Kapasitas Pengelola 

Pemerintahan Daerah melalui 

penguatan kualitas kelembagaan

pembangunan sistem informasi 

terintegrasi penatausahaan, fasilitasi 

kerja sama

Menyusun SOP penyelengaraan 

fasilitasi kerja sama daerah

Mempercepat pemasangan PBU pasca 

penetapan permendagri batas daerah

Mempercepat penegasan batas daerah 

di lapangan yang memiliki potensi 

daerah untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi masyarakat

Optimalisasi Ketepatan waktu pemilihan Melaksanakan pengadaan barang/jasa 

yang transparan, terbuka, dan kompetitif

Memberikan kesempatan kepada Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah 

dan Penyedia Lokal

Memberikan sosialisasi terkait peraturan 

pengadaan barang/jasa

Mengidentifikasi kebutuhan 

pengembangan sistem informasi

Menyediakan informasi terkait 

pengadaan barang/jasa pada media 

cetak, spse dan web

Melakukan pendampingan bagi pelaku

pengadaan

Mewujudkan kebijakan yang 

berkualitas, penguatan koordinasi serta 

pelayanan administratif dibidang 

Pemerintahan, Keistimewaan, 

Administrasi Umum serta Perekonomian 

dan Pembangunan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif dan efisien.

Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan

Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan 

hubungan keprotokolan pimpinan

Memberikan Bimtek pada ASN Pemerintah 

Aceh dan Kab/Kota

Pemantapan Pemerintah dan Otonomi 

Daerah

Optimalisasi penataan wilayah yang

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD)
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Melaksanakan Bimtek Pengisian 

Aplikasi

SIMKU dan Pemenuhan Bukti Dukung

Pencapaian Level Kematangan

Melakukan Koordinasi bersama LKPP

dan para pihak terkait

Tersedianya qanun, peraturan gubernur dan

keputusan gubernur yang sistematis dan

berkualitas

Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam 

pembahasan peraturan 

perundangundangan

Setiap produk hukum harus

memenuhi persyaratan

Terwujudnya penghormatan, perlindungan,

pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi

perempuan, anak, penyandang disabilitas dan

komunitas masyarakat adat

Tersedianya data Rencana Aksi HAM dari 

SKPA yang terkait

Dapat mengaplikasikan standar

indikator pemenuhan HAM

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam

pembangunan

Peguatan Koordinasi Lintas Sektor Pernyesuaian Regulasi

Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus 

pengadaan barang/jasa yang diselesaikan

Percepatan dan pencapaian level tingkat 

kematangan UKPBJ melalui pemenuhan 9 

variabel
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Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026
Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1

Daerah Aceh periode 2017-2022 sebagaimana tabel 6.1 berikut :

pendanaan indikatif dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja secretariat 

  Rencana  program  dan  kegiatan,  indikator  kinerja,  kelompok  sasaran  dan 

periode 2023-2026.

penjabaran dalam Rencana kerja Sekretariat Daerah Aceh pada setiap tahunya, 

langsung  dalam  pencapaian  kinerja,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan 

Daerah Aceh  ini, merupakan program dan kegiatan baik langsung maupun  tidak 

  Rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat 

hasil (outcome) suatu program.

perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai 

Kegiatan adalah  serangkaian  aktifitas  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh 

yang tersediakan  untuk  mencapai  hasil  yang  terukur  sesuai  tugas  dan  fungsi. 

upaya yang  berisi  satu  atau  lebih  kegiatan  dengan  menggunakan  sumber  daya 

  Program  adalah penjabaran  kebijakan  perangkat  daerah  dalam  bentuk 

6.1. Rencana dan Program Kegiatan

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN
BAB VI
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pimpinan 

Setda Aceh, ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 

suatu sasaran program dan kegiatan. Indikator Kinerja Biro Administrasi Pimpinan 

Setda Aceh yang akan digunakan selama 4 (empat) tahun ke depan yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1 berikut : 

 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 24 

 

 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh 2023 - 2026 

 

BAB VIII 

PENUTUP 

 

8.1. Kesimpulan 

 Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017 – 

2022 yang merupakan dokumen penting dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh,yang merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah Aceh ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan 

Rencana kerja Tahunan (Renja) untuk kemudian menjadi acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

 Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, 

semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah Aceh, karena 

akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang disusun, dengan 

demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen 

administrasi saja, karena substasinya mencerminkan tuntutan pembangunan yang 

dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang 

ingin dicapai. 

 

8.2. Saran 

Keberhasilan atau tidaknya Dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Aceh ini bukan semata-mata hanya pada proses perumusannya saja tetapi lebih 

banyak dipengaruhi implementasinya bagi Biro-biro dilingkungan Sekretariat 

Daerah Aceh. Semoga dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh 

dapat dijadikan acuan untuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 

2023-2026. 
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